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~ PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TEBING TINGGI

Jalan Gunung Lauser No.01 Tebing Tinggi 20614 Telepon (0621) 21 181 Fax. (0621) 21811

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 800 /£ /| DPKUKM

TENTANG

SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT PERDAGANGAN

(SIPEDANG) PADA UPTD METROLOGI LEGAL

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTA TEBING TINGGI

Mecnimbang : a. bahwa Metrologi Legal adalah salahsatu subbidang metrologi yang mengelola satuan-
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Mengingat :

Bl ]

D

6.

satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut
persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan
melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;

bahwa untuk mewujudkan terciptanya Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kota Tebing
Tinggi dalam menjamin adanya kebenaran penggukuran dalam penggunaan alat ukur,
(akar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai salahsatu lugas pokok dan
fungsi yang dimiliki;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka
perlu ditetapkan dalam suatu keputusan tentang inovasi pelayanan SIPEDANG.

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kota-Kota Kecil dalam iingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya
Dati I1 Tebing Tinggi;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan
Dacrah
Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI- Nomor 115 Tentang Unit Metrologi Legal

. Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI- Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat

UTTP yang Wajib di Tera/Tera Ulang

. Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah;
. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Susunan

Organisasi Perangkal Daerah Kota Tebing Tinggi

. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana

Teknis Dacrah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
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MEMUTUSKAN @

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERAST USAHA KECT, DAN
MENENGATE KOTA  TERING  TINGGE TENTANG INOVASE PELAYANAN
SIPFDANG  (NINTEAM INFORMANE PELAYANAN - TERA/TERA ULANG  ALAT
PERDAGANGAN) PADA UPTD METROLOGE LEGAL;

: Memberikan pelayanan tera/tera ulang yuny efektif dan efisien melului inovast pelaysnan

SIPEDANG dalam mewujudkan Dacrah Tertab Ukur (DTU) di Kota Tebing Tinggi,

: Melaksanukan pelayanan tera/tern alung sesuni dengan dokumen mutu yung diterbitkun,

SKKPTTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang) ying dimiliki
dan SOP Pclayanan yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini,

¢ Meningkatkan optimalisasi pelayanan yang diberikan kepada pemilik alat UTTP berupa :

1. Pelayanan Tera/Tora Ulung Kantor

2. Pelayanan Tera/Tera Ulang Luar Kantor (1.oko)

Scgala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada API3D

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usabu Keeil dan Mencngah Kota ‘Tebing Tinggi.

Keputusan ini mulai berlaku  sejak  tanggal ditetapkan  dengan  ketentuan  apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan scbagaumana
mestinya,

Ditetapkan di: Tebing Tinggi
Pada tanppal: €2 Januari 2023

1L DAN MENENGAH
G TINGGI

M

“DINAS P[RDAOAN .
KOPERASI, USA
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DASAR HUKUM:

1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenl.ang‘

Pemerintahan Daerah; i

3. Peraturan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor |

01 Tuhun 2018 tentang Retribusi Doerah; i

4. Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 44 Tahun 2021

tentang Unit Pclaksana Teknis Di Lingkungan
Pemerintah Kota Tebing Tinggj;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-

DAG/PER/12/2018 tentang Unit Metrologi Legal;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang UTTP;

7. Peraturan Meateri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang UTTP; dan

8. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

v Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi

v Memahami sistem administrasi dan pelayanan

SR R,

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

¥ SOP Pengelolaan Cap Tanda Tera
¥ SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional
UML

Cerapan tera dan tera ulang

Cap Tanda Tera (CTT)

Peralatan pengolah data

Kwitansi/E-STS (Elekuronik - Surat Tanda Setor)
Daflar Biaya Retribusi Daerah yang Berlaku

AN N NN

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Tidak akan terlaksana Pelayar’mn Tera dan Tera ulang di
Lokasi Unit Metrologi Legal (UML) dengan baik dan benar

Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada)
Data dan Spesifikasi UTTP

Status Sah/Batal UTTP

Biaya Retribusi

INENENEN




(2)

Monggukan pamolonan  era) lera ulaig
(TTU) pada aplikasi SIPEDANG dan
membawa alat UTTP ke kantor Unit
Metrologi Legal (UML) ;

Menerima permohonan dan memeriksa
ruang bngkup pelayanan UML. Jika masuk

dalam ruang lngkup maka meregister L TIDAK|
P, ikse kelengkar YA Formulir Kaf
ek visual, memberil bukti order Ulang

dan menyerahkan ko ruang TTU. Jika tidak Permintaan

masuk dalam ruang lingkup maka UTTP TIDAK Surat 30 TTU.

dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat permohonan | menit WM #
dalem formulir kaji ulang permintaan TTU. Vesilitusi

Untuk selanjumya dibahas di dalam Kaji TTU

Ulang Manajemen dengan mekanisme

fasilitasi TTU d BSML/Direktarat i
Metrologi/UML lain di daerah; 2
Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan

TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTD i TIDAK

Gibubuhkan Tanda Tera dan/atau ‘ Sesuai

diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan - Syarat Cerapan,

TTU .Jika tidak sesuai persyaratan dan pTl“(“gl'fr“ Teknis | Tapak CTT

tdak dapat diperbaiki, maka UTTP YA ’ UTTP

| ke Waiib TTU:

1

| Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data - UTW::‘daﬂEII 30

| cerapan dan Penera; Pitiora. menit SKHP

|

| Memeriksa dan menandatangani SKHP; il SKHP
| Menerbitkan SKHP dan/atau Kwitansi/E- SKHP. Pembayaran Retnibus:

| 8TS (Elektronik - Surat Tanda Setor), Perda 10 Kwi '-jE- Tera/Tera Ulang dapat

| memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Retibusi W | STS . melalaui Teller/ ATM /Mobile
| Wagib TTU. Pemilic Alat UTTP membayar “ o “{]B"m“’s

retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang

Banking Bank Sumut, Gopay,
QRIS




Deskripsi

Standar Operasional Proscdur ini menguraikan tata cara kegiatan pelayanan tera dan tera ulang di kantor.
Pihak yang terkait
. Kcepala Unit Metrologi Legal atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Dacrah yang berlaku;
b, Penera:
¢. Pelaksana Administrasi;
d. Wajib TTU.
Formulir Dokumen yang digunakan

Formulir Bukti Order;

a
b. Formulir Kaji Ulang Permintaan;

¢. Buku Register;

d. Formulir SKHP;

¢. Formulir Kwitansi/E-STS;
f. Instruksi Kerja;

g Cerapan TTU;

Output yang dihasilkan

a. Tapak CTT dan/atau SKHP;
b. Kwitansi’E-STS;

c. Rekomendasi Fasilitasi TTU.
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Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;

¢. Kepala UML atau yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP;
3 WWWWMKMWWWWMW@W,MMW‘
£ Pemilik Alat UTTD melakul bay busi tera/ters ulang melalui Teller’ATM/Mobile Banking Bank Surmut, Gopay atau-QRIS.




SOP PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANB UTTP DI TEMPAT UTTP ."liiP‘KM i Froie
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DASAR HUKUM:

—

Legal;

.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor
01 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

. Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 44 Tahun 2021
tentang Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

. Pcraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor
DAG/PER/12/2018 tentang Unit Metrologi Legal,

. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang UTTP;

. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang UTTP; dan

. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis;

(¥

115/M-

. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

KUALIFIKASI PELAKSANA:

v Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi

¥ Memahami sistem administrasi dan pelayanan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Pengelolaan Cap Tanda Tera
SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional
UML

Cerapan tera dan tera ulang

Cap Tanda Tera (CTT)

Peralatan pengolah data

Kwitansi/E-STS (Elektronik - Surat Tanda Setor)
Dafiar Biaya Retribusi Daerah yang Berlaku

AN NS

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Tidak akan terlaksana Pelayanan Tera dan Tera ulang di
Lokasi UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik
dengan baik dan benar

AN N NN

Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada)
Data dan Spesifikasi UTTP

Status Sah/Batal UTTP

Biaya Retribusi




[ membayar retnbusi tera/tera ulang.

2 dalam ruang lingkup maka permohonan, 10
permohonan  ditolak, dicatat  dalam Buku it Inventarisasi
formulir kaji ulang dan selanjutnya Register TTU Permohonan
diteruskaar unluk dilukokan TTU ke TTU uniuk
UPT/UML  terdekat yang memiliki Fasilitasi TTU
ruang lingkup;
3 Menerbitkan SPT, Permohonan | 1 jam SPT
Melakukan  pengujian  TTU, meng
cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan TIDAK
maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera ‘ Gota
dar fatau dizerbitkan s n MP:; Scsuai
M berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak YA pelx‘ Can " | Syarat | Cerapan, Tapak
sesuai persyaratan dan tidak dapat Tan dasz Teknis CTT
diperbaiki. maka UTTP dibubuhkan uTTr
Tanda Batal dan dikembalikan ke
Wajib TTU;
Mempersiapkan konscp SKHP sesuai
5 data cerapan dari Penera; Cer;::n dart 1 jam Konsep SKHP
era
ST 77 —— -
6 Menandatangan SKHP; SKHP menit -
Menerbitkan  SKHP,  menerbitkan I SKHP, Tmﬁm:‘;‘:t
7 Kwitansi/E-STS qgmbcrkaskan '-_ Perda 10 Kwitansi/E- melalaui Teller/ ATM/Mobile
dokumen TTU UTTP. Pemilik Alat UTTP Retribusi menit STS. Berkas | Banking Bank Sumut, Gopay,
TTU UTTP QRIS




Deskripsi ; - .
Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap,

Gudang Imporiir, Pabrik, atau Laboratorium Lain.

Pihak yang terkait

a. Kcepala Unit Metrologi Legal atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
b. Penecra;

¢. Pelaksana Administrasi;

d. Wapb Tera/Tera Ulang.

Formulir/Dokumen yang digunakan

a  Surat Permohonan TTU:

b. Formulr Kaji Ulang Permintaan;
c. Buku Register;

d. Formulir Kwitansi/E-STS;

¢. Formulir Konsep SKHP;

. Instruksi Kerja,

g Cerapan TTU.

Outpat yang dihasilkan

a. Tapak CTT dan‘atau SKHP;

b. Kwitansi’E-STS;

¢. Rekomendasi Fasilitasi TTU.

Prosedur Kerja

a. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) pada aplikasi SIPEDANG memalui link waw. sipedang tebingtinzaikota. g0 id.

b. Pelaksana Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan,
menyusun jadwai dan SPT. jina ddah masuk daiam ruang finghup maha pamobonan diwiak, dicatas daiam formudic Rajr ulaly dan scianjudiya dierushan wiuk
dulakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup:

Kepala UML menerbitkan SPT:

Penera melakukan pengujian TTU. mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan
¢erapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;

Pelahsana Adimuisicasi mempersiaphau konsep SKIIF sesuai data werapan dani Peuera,

Kepala UML menandatangani SKHP;

Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP. menerbitkan Kwitansi/E-STS memberkaskan dokumen TTU UTTP.
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